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Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan yang 
digunakan adalah normatif dan sosiologis. Pendekatan Normatif (Syar’i), yaitu pendekatan 
yang dilakukan dengan menggunakan tolak ukur agama dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  Pendekatan Sosiologis berupa peneliti menggunakan logika-logika dan teori 
sosiologis baik teori klasik maupun teori. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang akan 
dilakukan terhadap pengguna Jasa angkutan ojek online di Kota Makassar. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa ojek online sekarang menjadi tren kebutuhan masyarakat dan 
mempermudah masyarakat menjalankan kegiatannya. Dalam hukum perdata, perlindungan 
konsumen jelas diatur dalam UUPK. Sedangkan dalam hukum islam perlindungan konsumen 
barang/jasa dalam islam dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Dan islam mengistilahkan 
tanggung jawab dengan kata “dhamam”.hukum ekonomi islam telah mengatur tentang 
perlindungan konsumen  
Kata Kunci: Hukum Islam, Jasa Ojek Online, Perlindungan Konsumen,Perundang-undangan,  
Abstract 
This research includes field research or field research with the approach used is normative 
and sociological. Normative Approach (Shar'i), which is an approach made using religious 
benchmarks and applicable laws and regulations. Sociological approach in the form of 
researchers using logics and sociological theories both classical and theoretical theories. 
This type of research is a qualitative study that will be conducted on users of online 
motorcycle taxi services in the city of Makassar. The results of this study indicate that online 
motorcycle taxis are now a trend of community needs and make it easier for people to carry 
out their activities. In civil law, consumer protection is clearly regulated in the UUPK. 
Whereas in Islamic law consumer protection of goods / services in Islam is done by giving 
khiyar rights. And Islam terminates responsibility with the word "dhamam". Islamic 
economic law has governed consumer protection 
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A. Pendahuluan 
Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan 
variasi barang dan/atau jasa. Dan dengan dukungan teknologi informasi,perluasan ruang,gerak 
dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah Negara,konsumen 
pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan 
secara variatif.1 
Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan 
terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. 
Namun pada sisi lain,fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap 
produsen menjadi tidak seimbang,di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena 
konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui 
kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen2 
Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang 
ditambangkan dengan cara membonceng penumpang atau penyewanya. Ojek sekarang 
menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat,ojek membantu masyarakat berpindah 
tempat dari tempat yang lain ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat dan dapat 
mengakses jalanan sempit sekalipun. 
Dan sepeda motor merupakan alat utama dalam usaha ojek ini,sedangkan menurut 
pasal 47 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
motor tidaklah termasuk kedalam kelompok kendaraan bermotor umum hanya mobil 
penumpang,mobil bus,dan mobil barang yang termasuk dalam kategori kendaraan bermotor 
umum.  
Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi 
dan industro. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat 
perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat 
                                               
1 Zulham,Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. Ke-2, Jakarta:Kencana 2016), h. 1 
2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Gramedia, 
2003), h.12 
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tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, 
dan hubungan antara konsumen dan masyarakat traditional relative masih sederhana, di 
mana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat 
modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga 
menciptakan konsumen secara massal pula (massconsumer consumption). Akhirnya 
hubungan antara konsumen san produsen menjadi rumit, di mana konsumen tidak 
mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada 
di Negara lain. Karena itu pula, perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat 
dengan globalisasi ekonomi3 Fiqih mu’amalah merupakan segenap aturan hukum Islam 
mengenai perilaku manusia didunia yang berkaitan dengan harta. Fikih mu’amalah 
mencakup masalah transaksi komersial (al-mu’awadat) seperti jual,beli, sewa menyewa, 
mencakup masalah transaksi sosial.4 
Hukum ekonomi Islam tidak membedakan antara konsumen akhir (ultimate consumer) 
dengan konsumen antara (intermediate consumer) ataupun konsumen komersial 
(commercial consumer). Karena konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang 
dan/atau jasa,baik yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara 




                                               
3 Zulham,Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. Ke-2, Jakarta:Kencana), h. 2 
4 Mustofa Imam,Fiqih mu’amalah kontemporer (Cet.1,Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 6 
5 Zulham,Hukum Perlindungan Konsumen ,…, h. 20 
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B. Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi 
dari penelitian adalah metode Field Research Kualitatif Deskriptif yaitu suatu penelitian 
yang dilakukan peneliti secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara terhadap 
pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap 
penelitian tersebut 
Adapun yang menjadi fokus penelitian ini ialah di lakukan di Pangkalan Ojek di 
Panakukkang. Hal ini mendasari alasan penulis memilih daerah tersebut, disebabkan 
jarak lokasi tersebut dekat ataupun jaraknya mudah dijangkau, tidak terlalu banyak 
memakan biaya penelitian serta lokasi penelitian tersebut merupakan daerah tempat 
tinggal penulis. 
Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah, menggunakan:  
a. Pendekatan Normatif (Syar’i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menggunakan tolak ukur agama seperti Al-qur’an, hadist, serta kaidah fiqh dan 
ushul fiqh, sebagai suatu pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang 
menjadi permasalahan, sehingga diperoleh kesimpulan selaras atau tidaknya hal itu 
dengan ketentuan syari’at. 
b. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
akan diteliti. 
c. Pendekatan Sosiologis, adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Perlindungan Yang Didapatkan Oleh Pengguna Jasa Angkutan Ojek Online 
Menurut Perundang-Undangan 
Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang 
disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Ketika kedua belah pihak melakukan suatu 
transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan barang. Munculnya 
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pelanggaran dalam transaksi disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak 
mengetahui hak dan kewajibannya.berikut adalah pasal-pasal yang menjelaskan 
mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. 
Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
 beritikad tidak baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
 hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
 kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa  yang 
diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
 lainnya. 
Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah: 
 a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
 b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  dan 
jaminan  barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan  penggunaan, 
perbaikan dan  pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta  
 tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
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g.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
  Setiap pelaku usaha mempunyai tanggung jawan atas barang/jasa yang di 
perdagangkan,memastikan barang/jasa tidak cacat atau tidak sesuai dengan apa yang 
disepakati. 
Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal mengenai 
bagaimana sistem pertanggung jawaban dalam Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, yaitu pasal 19 UUPK merumuskan tanggung jawab produsen sebagai 
berikut: 
a. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan 
atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, 
atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal transaksi. 
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 Perusahan penyedia aplikasi itu menghendaki menjadi perusahaan angkutan 
umum, maka ia wajib memenuhi syarat-syarat ynag ditentukan dalam UU 
LLAJ dan PP Angkutan jalan 
 Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa 
angkutan umum atau penyedia jasa angkutan umum yaitu: 
a. Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik 
negara, badan, usaha milik daerah, atau badan hukum lain sesuai 
ketentuan peraturan perudang-undangan. 
b. Perusahan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal 
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yang meliput keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, 
kesetaraan, keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan 
yang diberikan. 
c. Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning,tulisan 
hitam. 
d. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang baik 
dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah menggunakan mobil 
penumpang umum & mobil mini bus. 
 
2. Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah  
 Prinsip dasar ekonomi syariah berdasarkan kajian fiqih, terdapat kaidah paling 
dasar dan paling utama dan disepakati oleh ulama empat mazhab yaitu: 
 (Al Ashlu fil mu’alamati ibahatu hatta yadullu dalilun’ala khilafihi) 
“Hukum dasar mu’amalah adalah diperbolehkan,sampai ada dalil yang 
melarangnya” 
Senada dengan pendapat di atas Fakhruddin ‘Utsman bin ‘Ali al’Zaila’I dalam 
kitab Tabyin al-Haqaiq menyatakan bahwa: 
(Al-Ashlu fil mu’amalati daf’an lidharori ‘anil ‘ibadi fala yusytaratu fiihil ikhbaru 
annahu maadzunun lahu bal yuktafa bidzahiri halihi faiza tsabata annahu 
maadzunun lahu bidzahiri halihi shahat tasharrafatuhu hatta yadzharu khilafu 
dzalika) 
“mu’amalah pada dasarnya adalah menghalau kerusakan bagi umat manusia, 
maka tidak disyaratkan adanya dalil yang memperbolehkannya akan tetapi cukup 
dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka 
berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir atau dalil yang melarangnya”  
Berdasarkan kedua kaidah diatas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan 
untuk mengembangkan model dalam kajian ekonomi syariah. Implikasi dari 
kebebasan dalam ekonomi syariah ini adalah kebebasan dalam inovasi dan 
pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan ekonomi 
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syariah, langkah-langkah dalam pengembangan model transaksi dan produk 
dalam konteks ekonomi syariah tetap harus mempunyai landasan dan dasar 
hukum yang jelas dari perspektif fiqih syariah dengan segala produknya tidak 
berkembang liar dan diluar dari koridoe Islam atau bahkan bertentangan dengan 
prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dan norma-norma illahi yaitu aturan-
aturan yang sudah  ada di dalam Al-Quran ataupun Hadis. 6 
A. Larangan Berbuat Zalim (Man’u Dzalim) 
 Zalim adalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya dalam konteks ekonomi 
syariah adalah melakukan sesuatu yang seharusya tidak dilakukan, atau 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu 
yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim 
bertentangan dengan hukum islam, karena islam selalu mengajarkan keadilan, 
termasukdalam kegiatan perekonomian,  
B. Siap Menerima resiko 
 Prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap 
konsumen adalah menerima resiko atas semua hasil yang terkait dengan semua 
pekerjaannya, misalnya seorang konsumen mengalami cidera yang disebabkan oleh suatu 
produk, maka sebagai seorang pelaku usaha yang baik harus bertanggung jawab atas 
kerugian yang diderita konsumen. Selain itu setiap pelaku usaha juga harus bertanggung 
jawab atas semua kecacatan yang terjadi pada suatu produk yang telah mereka produksi, 
jangan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, karena hal ini tentu akan sangat 
merugikan konsumen. Jadi setiap pelaku usaha harus siap menerima setiap resiko yang 
diakibatkan oleh kegagalan setiap produk yang mereka produksi usaha harus siap 
menerima setiap resiko yang diakibatkan oleh kegagalan setiap produk yang mereka 
produksi.7 
                                               
6 Aulia Muthiah,Hukum Pelindungan Konsumen (Yogyakarta: PT Pustaka Baru,2018) h, 108 
7 Aulia Muthiah,Hukum Pelindungan Konsumen (Yogyakarta: PT Pustaka Baru,2018) h, 109-111 
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Yang dimaksud dengan siap meneria resiko pada kutipan diatas yaitu siap 
memberikan tanggung jawab ketika hal yang tisak diinginkan terjadi saat 
konsumen menggunakan atau membeli suatu barang atau jasa dari pelaku usaha, 
baik santunan ataupun segala bentuk ganti rugi. 
C. Ojek Online dalam Hukum Islam  
 Islam telah mengatur dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam 
memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan 
kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara 
transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. 
 Islam membolehkan dalam mencari rizki dengan cara apapun, selama tidak 
bertentangan dengan syara’. Maka dari itu jasa transportasi online merupakan 
upaya mencari rizki melalui akad musharakah. Dalam mencari rizki, transportasi 
online juga bertujuan menolong penumpang untuk mempermudah masyarakat 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengantarkan anak sekolah, 
mengantarkan dokumen, serta belanja harian dengan menggunakan layanan 
fasilitas kurir. 
 Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis 
hukum islam telah meneraokan beberapa asas salah satunya Al-adl yaitu 
keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan demensi 
horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu dialam semesta 
ini. 
 Perlindungan konsumen harus sesuai kemashlahatan, yaitu asas al-dharuriy 
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D. Penutup 
1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak menyebutkan dengan jelas 
bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum, tetapi dalam Undang- 
Undang tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor 
sebagai kendaraan bermotor umum. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 74 Tahun 
2014 tentang Angkutan Jalan menyebutkan dengan jelas mengenai penggunaan sepeda 
motor sebagai kendaraan umum untuk mengangkut orang.Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 
74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan hanya menjelaskan  teknis sepeda motor 
sebagai angkutan barang. Tetapi pasal 47 dan pasal 137 Undang – undang Nomor 22 
tahun 2009 menyatakan bahwa angkutan sepeda motor merupakan kendaraan yang 
mengangkut orang dan barang. Oleh karena itu dengan adanya pasal tersebut Ojek 
konvensional maupun Ojek Online termasuk dalam Transportasi Umum. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa Ojek online timbul 
dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang diatur dalam Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) dan pada pasal 4 ayat (6), 
kewajibannya pelaku usaha harus didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk mendapat 
perlindungan berupa tanggung jawan atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa 
yang diberikan dan tanggung jawab atas kemanan dan kenyamanan. UUPK 
mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah 
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan berbagai 
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masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen. Hubungan hukum 
yang terjadi antara pihak penyedia barang dan/ atau jasa dengan pihak konsumen pada 
akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu 
tanggung jawab. Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama, yaitu merupakan bagian 
dari konsep kewajiban hukum. Pada prinsipnya, pelaku usaha dapat dimintai tanggung 
jawab apabila timbul kerugian konsumen akibat tidak terlaksanya kewajiban hukum 
pada jenis transaksi ojek online dengan berbagai medium. 
Sedangkan menurut Hukum Islam, Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata 
“dhamam”. Sebab-sebab terjadinya dhamam ada dua macam yaitu tidak 
melaksanakan akad,atau alpa dalam melaksanakannya. Dalam islam segala perbuatan 
yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggung jawabkan. Dengan begitu 
bahwa kerugian, bahaya materil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat 
buruk yang disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh 
pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhamam) yang terdapat dalam hukum 
islam. 
Hukum ekonomi islam telah mengatur tentang pelindungan konsumen. Dalam islam 
melindungi konsumen merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. 
Islam telah mengajarkan umat manusia untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang 
dapat merugikan orang lain,terutaman dalam hal pemakaian barang dan jasa. 
2. Saran 
Setelah penulis membaca dengan seksama dan menganalisis dari beberapa literatur 
dan wawancara yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini, maka penulis dapat 
mengkonklusikan beberapa hal penting, yaitu: 
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1. Untuk menghindari kerugian alangkah baiknya memperhatikan segala sesuatu 
sebelum lakukan akad jual beli barang dan jasa. 
2. Apapun yang kita jual belikan baik ia barang ataupun jasa sebagai penjual 
harus bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi pada konsumen yang 
dikarenakan oleh barang atau jasa kita. 
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